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Abstrak

This article elaborates the Islamic concept of human nigl cal (kald
_ e Is ghts from theological (kalim) and
:ﬁ:ln 0;‘?’25 mmve.‘m importance this d_iscusa'qn is that as term “Tuman right” is regarded
e thx§ fgd u"ﬁt‘"!‘m"dfdg&, because of its specific social and intellectual traditions. Owing
e unoersality” human right has been rejected in various ways and any justification
: m countries because of its local tradition. Viewed from theological perspective, coery
uman being has own equal rights and God created them — irrespectively of their religion,

culture, and nation — as sin
apartheid, is both theologically and socially
view, magisid ash-shari'ah (universal aims o

gle ummah (nation;

society). Therefore, the division of man, such as
shirk (polytheism). From Islamic legal point of
f Islamic law) on which legal analogy is based, as

introcuded moslem jurists, such as ash-Shathibi, admits five principal rights of man, namely

hifz ad-din (freedom of having religion),
thinking), and hifz al-mal (property).

Pendahuluan

Sebagai istilah, hak asasi manusia
(HAM, basic/natural rights)' dalam
sejarahnya memang lahir dalam tradisi,
kultur, dan dasar filosofis Eropa, yaitu
sejak lahirnya piagam Magna Charta yang
diikuti dengan Bill of Rights di Inggris pada
tahun 1689. Ketika itu, muncullah
semboyan “kesetaraan di depan hukum”
(equility before law). Karakter “Barat”
menjadi semakin tampak dalam formulasi
Unversal Declaration of Human Rights oleh
PBB pada 1948.%, di mana dunia ketika
itu didominasi oleh Barat, dan beberapa
kesepakatan tentang penerapannya yang
diwujudkan oleh negara-negara Eropa,
seperti tan Eropa tentang HAM
pada tahun 1969 dengan alasan bahwa

formulasi tersebut tidak bersifat kulli

hifz an-nafs (right of life), hifz al-"agl (freedom of

(universal yang bisa diterapkan dalam
semua budaya), melainkan lahir dari
kondisi-kondisi kultural (budaya) tertentu
yang sebenarnya bersifat juz’f (partikular)
yang pada kadar tertentu berbeda dengan
budaya lain. Keberatan tersebut memun-
culkan revisi terhadap rancangan un-
dang-undang HAM dalam Islam, seperti
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan
Kewajian-kewajibannya dalam Islam
(diterbitkan oleh Rabithah al-'—lam al-
Islami pada 1979), Penjelasan Islamt
Universal (Majelis Islam Eropa di London.
1980), Penjelasan Universal bagi Hak-hak
Asasi Manusia dalam Islam (Majelis Islam
Eropa di London, 1981), Proyek Perjanjian
Hak-hak Asasi dalam Islam (Konferensi
Puncak Organisasi Konferensi Islam di
Thaif, Januari, 1989), dan ProyeK
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i ammad ‘Abed al-
Jabiri, hubungBan antara konsep HAM

. arat dengan ajaran prin-
sipil Islam tentang manusia memuat dua
Suatu negara mung-

kin bisa mengounakan slogan “pen

s:ecara umum (umversalitas, kulliyyah
’lDeklarasi Universal HAM" kéﬁng
alasan perbedaan atay kekhususan
(parhlmlantas, Juz'iyyah) konsep ajaran ¢
Seminar inj sebenarnya menyentuh isu

terjadi penolakan terhadap hak-hak asasi
manusia yang didasarkan atas pertim-
bangan agama maupun budaya (sering
disebut dengan culture-based resistance).
Kesadaran akan hak-hak asasi manusia
menjadi penting karena sering hak-hak
2sasi tersebut “dirampas” dengan ber-
bagai dalih, alasan politis atau ekonomis,
*2u pendasaran lain, tidak hanya karena
«etidakberdayaan yang dirampas secara
“knomis atau politis, melainkan juga
Tonisnya karena yang bersangkutan yang
nemiliki hak-hak asasinya sebagai
nakhluk yang setara di mata Tuhan tidak
2dar bahwa ia sedang ditindas. Contoh
Kasik” untuk ini dan sering dilontarkan,
“amun belum juga diselesaikan secara arif
lan masih menjadi fenomena umum di
*berapa daerah di tanah air, adalah
@sus penggusuran tanah rakyat-rakyat
®cil miskin perkotaan. Memang tidak

semua kasus serupa itu bisa dimasukkan
begitu saja ke dalam isu pelanggaran hak
asasi manusia. Namun, jika penggusuran
tanah tersebut tidak didasari oleh
pertimbangan yang betul-betul menyen-
tuh hajat hidup terbesar orang banyak,
penggusuran bukan alternatif “terbaik”
di antara alternatif-alternatif buruk
lainnya, dan di sisi lain rakyat yang tanah
tergusur tidak memperoleh jalan keluar,
halitu sudah menyentuh pelanggaran hak
asasi manusia untuk tinggal di tempat
mana pun di tanah air ini. Contoh-contoh
lain, antara lain, kasus pembantaian etnis
tertentu oleh etnis lain yang sangat
memilukan dan merobek kemanusiaan,
semisal tragedi kemanusiaan Ambon di
Indonesia dan beberapa belahan dunia
muslim, seperti di Bosnia Herzegovina
dan Palestina.

Perspektif Kalam®
Asasi Manusia
Aliran kalam manapun dalam
Islam menyatakan bahwa ide sentral
keyakinan kepada A lah adakh tawhid,
mengesakan-Nya. Inti dari ide tawhid
adalah penafian dan penegasan (an-nafy
wa al-itsbdt, penafian “tuhan” selain Allah
dan menegaskan Allah sebagai Tuhan).
Keyakinan tawhid berimplikasi pada
keyakinan untuk memutlakkan hanya
Yang Mutlak, yaitu Tuhan,
Selanjutnya, ide tentang tawhid
sebagai pandangan dunia yang kom-
prehensif dalam kehidupan sosio-politik
berkembang dalam fase terakhir, terutama
sebagai ideologi dan kerangka rujukan
yang suci (sacred frame of reference) dalam
berpikir dan bertindak, seperti konsep
“masyarakat tawhidi” dalam muncul

tentang Hak-hak
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terutama dalam tulisan Ali Syari’ati
hingga memunculkan revolusi Iran pada
tahun 1979. Selain sebagai penegasan ke-
esaan Tuhan sebagai keyakinan teologis,
tawhid berimplikasi, sebagaimana juga
dilihat Farid Esack dalam Qur’an,
Liberation, and Pluralism,® setidaknya pada
dua hal. Pada tingkat eksistensial
(keberadaan manusia), tawhid berarti pe-
nolakan ide dualisme konsep tentang
keberadaan manusia, yaitu tindakan dis-
kriminatif atau membeda-bedakan, semi-
sal antara muslim non-muslim, apalagi
sesama muslim, karena statusnya sebagai
manusia, atau dalam bahasa Esack, antara
yang sekular dan spiritual, serta antara
sakral (sud) dan profan (Hdak suci). Pada
tingkat sosiologis dan politis, tawhid
dipertentangkan dengan sikap yang
“mengkotakkan” masyarakat berdasar-
kan ras atau etnis (apartheid). Dengan
demikian, larangan menyekutukan (syirk)
Tuhan secara teologis (keyakinan)
berimplikasi secara sosiologis maupun
politis sebagai larangan mendiskrimi-
nasikan manusia. Farid Esack mengkritik
dikriminasi berupa apartheid sebagai

lakan “kesatuan manusia” sebagai
refleksi tawhid dan mengangkat kema-
nusiaan ke tingkat ketuhanan sebagai
suatu kesyirikan:

“Apartheid was denounced as
‘openly reject[ing] the tawhid nature of
humankind as told to us in the Qur'an:
“maniind is a single nation” (Call of Islam
1985, Interfering unth the Sanctity of Islam,
p. 2). It was viewed as a form of shirk
because, in terms of social outlook and
practice, it consciously devided people
along ethnic lines, thereby denying the
unity of humankind, which is a reflection
of trwhid. It furthermore set up race as an

alternative to divinity and as a form of
shirk; apartheid was described as ‘the path
of division, the path of shirk’ “ (Call of
[slam 1985, Muslims Against the
Emergency, p. 1).7
(Apartheid digugat sebagai penolakan
secara terbuka terhadap hakikat tawhiqd
(kesatuan) manusia sebagaimana
diberitahukan kepada kita oleh al-Qur’an:
“manusia adalah satu umat” (Call of
Islam 1985, Interfering with the Sanctity of
Islam, h. 2). Apartheid dianggap sebagai
suatu bentuk syirk karena, dalam istilah
sudut pandang sosial dan praktik,
apartheid membagi manusia secara sadar
dalam garis etnis, yaitu menolak kesatuan
manusia yang merupakan refleksi tawhid.
Lebih jauh, apartheid digambarkan
sebagai alternatif menandingi ketuhanan
dan sebagai bentuk syirk; apartheid
digambarkan sebagai cara membeda-
bedakan, cara syirk (Call of Islam 1985,
Muslims Against the Emergency, h. 1).
Pandangan dunia tawhid yang
mengakui kesetaraan manusia di
hadapan Tuhan bertolak, sebagaimana
dikemukakan, dari ide kesatuan manusia
sebagai ummah yang didasarkan atas ayat
al-Qur'an: manusia adalah satu umat,
(Qs. Al-Baqarah: 213).* Di samping ity, ide
tersebut tampak dalam pernyataan pada
Konstitusi Madinah (Shahifah all-
Madinah atau Dustir al-Madinah) pada
tahun 622 M bahwa kaum muslimin dan
bangsa Arab non-muslim adalah “satu
ummah”,” suatu pengakuan Nabi akan
kesetaraan manusia dalam hak-haknya.”
Kata “ummah” di sini memiliki penger-
tian yang sama, yaitu pembenaran—
sebagaimana  dikemukakan Abu
Sulayman al-Khaththabi—oleh Nabi
bahwa semua aliran-aliran yang
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berkembang dalam Islam masih berada
dalam agama Islam dalam hadits firqah
(aliran) ketika diungkapkan beliay dengan
“ummati” (umatku),"* sama halnya
dengan pengakuan Nabi terhadap
muslim dan bangsa Arab umumnya
sebagai "’sal'u ummah” bahwa mereka
memiliki hak-hak yangsama. Oleh karena
ity, ide tawhid tidak dapat dipisahkan dari
ide ummah.1?

Dengan demikian, tawhid sebagai
larangan untuk menyekutukan Tuhan

sebenamya juga merupakan larangan
untuk “menyekutukan manusia” dalam
pengertian memperlakukan manusia
secara diskriminatif (tmwhid: an undivided
God for an undivided humanity)® dengan
menolak pernyataan al-Qur'an, hadits,
dan kenyataan sejarah bahwa manusia
adalah satu ummah,

Universalisme HAM lahir dalam
budaya Barat. Namun, dalam kaitannya
dengan diskusi kita di atas, ada
kesejajaran antara HAM dalam budaya
Barat dikaitkan dengan konsep Islam
tentang hal itu. Di Barat HAM dibangun
di atas “kesamaan antara sistem alam dan
sistem akal” sebagai landasan berpikimya
(dasar filosofis). Ajaran al-Qur'an bahwa
semua manusia dianggap sebagai suatu
ummah sealur dengan ajakan al-Qur’an
untuk merenungi sistem alam dan
menarik kesimpulan dengan akal darinya
(bahwa ada penciptanya).* Di sini sistem
alam disejajarkan dengan sistem akal,
Sedangkan, kondisi alamiah hampir sama
dengan konsep fithrah dalam al-Quran,’s

- yang berarti bahwa manusia lahir dalam

|
|
|
|
|
i
|
|
'

keadaan yang sama menurut fithrah,

. Mmenurut nature, kondisi alamiah, atau

kodratnya,* Dengan demikian, Islam dari
tinjauan keyakinan mengakui kesamaan

manusia atas dasar fithrahnya di mana
Allah menciptakannya. o

Dimensi kemanusiaan (insdniyyah)
dalam kalam, begitu juga figh, sangat
perlu dimunculkan di tengah kemaje-
mukan dan seringnya pelanggaran hak-
hak asasi manusia yang acap kali bertolak
dari pandangan tertentu, baik I.Judayef
maupun agama. Selama ini 'flmgnax
kemanusiaan hanya menjadi “mutiara
yang tenggelam di dalam kubangan
lumpur sejarah” sehingga tidak muncul
dalam karya-karya ulama terdahulu,
sebagaimana diungkapkanHasanHar‘mﬁ:
“limddzd ghiba ‘annd mabhats al-insan fi
turdtsind al-qadim?” (mengapa bahasan
tentang manusia hilang dari kita dalam
karya warisan lama kita?).

Perspektif Figh tentang Hak-hak Asasi
Manusia

Figh selain bertolak dari nash-nash,
juga mendasarkan diri atas ijtihad,
sehingga sebagian produk figh adalah
ijtihddi. Meskipun bukan merupakan
pemilahan yang ketat, di samping bersifat
ta‘abbudi, bagian dari figh yang merupakan
ketundukan murni, figh juga bersifat
ta'aqquli (rasional), yaitu produk figh yang
bertolakdariperﬁmbangm-pertimbangan
alasan yang bisa dipahami oleh akal ma-
nusia. Hal ini terlihat jelas dari perumusan
apa yang disebut sebagai al-qawad’id al-

fighiyyah' (kaedah-kaedah figh, legal

maxims), yaitu patokan-patokan dasar

bersifatumum yang dapat diterapkan
pada kasus-kasus figh (juz‘iyyat) yang
terlingkup dalam patokan tersebut. Al-
qawd'id al-fighiyyah dirumuskan oleh para
fuqaha berdasarkan ijtihad dengan
meneliti kasus perkasus figh (secara
1shqra’i, induktif). Nilai-nilai yang ingin
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dicapai dalam perumusannya, menurut
Muhammad az-Zarqd’, adalah menjaga
ruh Islam, nilai-nilai luhur yang menjiwai
pelbagai bentuk formal figh, semisal hak
keadilan, persamaan, memelihara
mashlahat, menghindarkan kemadha-
ratan, serta memperhatikan situasi dan
kondisi.” Ide-ide tersebut ditarik menjadi
“kemashlahatan manusia” yang meng-
antarkan kepada formulasi kalangan
ushiliyyin bahwa tujuan figh pada
dasarnya meliputi tiga hal yang menjadi
hak asasi manusia. Tujuan-tujuan tersebut
dikenal dengan maqdshid asy-syari'ah yang
pertama kali dibahas oleh Imam al-
Haramayn al-Juwayni (419478 H) dalam
al-Burhdn, dilanjutkan oleh muridnya, al-
Ghazali (w. 1111 M) dalam al-Mustashfa,
Fakhr ad-Din ar-Razi (544-606 H) dalam
al-Mahshiil, Sayf adhi) yang pertama kali
dibahas oleh Imam al-Haramayn al-
Juwayni (419478 H) dalam al-Burhin,
dilamjutkan oleh muridnya, al-Ghazali (w.
1111 M) dalam al-Mustashfa, Fakhr ad-
Din ar-Razi (544-606 H) dalam al-
Mahshil, Sayf ad-Din al-—midi (w. 631
H) dalam al-Ihkim, al-1zz ‘Abd as-Salam
(577-660 H) dalam Qawad'id al-Ahkim fi
Mashdlih al-Andm dan lkhtishdr al-
Magishid, muridnya, al-Qarafi (w. 684 H)
semisal dalam an-Nafi'is, juga dibahas oleh
Tbn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah
(w. 751 H), dan Ibn Sa'id ath-Thifi. Asy-
Syathibi adalah tokoh yang paling
mendalam membahas maqashid asy-
syari’ah dalam karya terkenalnya, al-
Muwifaqait."

Secara teologis, meskipun sebagian
ulama tidak sepakat dengan pendapat
bahwa perbuatan Tuhan dan faklif-Nya
(perintah) bisa dijelaskan dengan motif-
motif, sebagaimana ditegaskan sebagian

A o’ aviwoah A B, 5 | I Y
ASY anyvyval Can ar-LaImnvVVves
” e J -

Dawtid az-Zabzi v

Ty ST AS AT el
. ? R I
nash berdasarkan makna izater

-
> Bty

—
o~ — e — -‘r—.-‘,.'_

2 .. O - -
- v 3 % - - [—
Lo & m wim wRes s

literainya), A
Zagwini dari Handbtlah dan kalegss
Ia bariyvah. Nazum, S-E.,‘_"E.;.Z'- DegEs — 2
akali terhadap motif-motZ, alasac-alesa,
atau hikmah-hikmah yang mendases
hukum-hukm Tuhan (2270
sebagaimana merjadi pendapat kalanga
Salaf, dan berdasarkan keterangan 0o
Taymiyyah, juga diamut olel mayos
gikut madzhab empal maF 2=
al-hadits, mufassir, generasi awal pama
ilsuf, dan beberapa ulama belakengam

-
-—

ol bl
s Bl -‘.‘-

ulama yang melakukan &z (melakuien
fjtihad untuk memutuskan pendapat vang
mendekati kebenaran di antara per-
bedaan-pendapat) dari us/miZvain (ahZ
ushfil al-figh), fugaha, dan muta’a
terutama Mu'tazilah 20 Menurut kelom-
pok terakhir, “motif-motif syvariak”
bertolak dari kemashlahatan manusia
yang bisa diklasifikasikan ketiga hal, vang
pada substansinya menunjukkan
pengakuan Islam akan hak-hak asasi
manusia, dan dengan pertimbangan itu-
lah figh dibangun. Pertama, 2:%-
dhariniyydt (elementer), vaitu hak-hak
dasar dalam pengertian bahwa pelang-
garan hak tersebut tidak hanva meng-
akibatkan kesengsaraan manusia tam
menghilangkan keberadaannva, sepert
hak hidup, hak untuk berpikir karena
aktivitas berpikir adalah bagian esensial
kemanusiaan manusia, dan hak untuk.
beragama. Kedua, al-iudjiyvit (hal-hal
yang menjadi kebutuhan manusia ataw
bersifat suplementer), yaitu dalam rangka

™. -
C v
- —
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memperoleh kemudahan dan menghin-
darkan kesulitan, seperti keringanan
(rukhshah) untuk tidak berpuasa di bulan
Ramadhan bagi musafir dan orang sakit.
Dalam konteks hak asasi manusia, al-
hdjiyyat adalah hak-hak manusia yang jika
tidak dipenuhi bisa mengancam hak
elementer, seperti sandang dan pangan
yang layak. Ketiga, at-tahsiniyyit
(komplementer), yaitu hak untuk
memperoleh kualitas hidup yang lebih
baik, berdasarkan kepantasan, kebiasaan,
pertimbangan rasional, dan etika.®

Hak-hak elementer (adh-dharii-
riyydt) kemudian dijabarkan kepada lima
hal yang terkenal dalam ushal al-figh
sebagai “adh-dhaririyyit al-khams” (lima
hak dasar), yaitu secara berurutan
perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa
(lifz an-nafs), akal (hifz al-‘agl), keturunan
(hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mdl).2
Karena nilai moral yang tinggi tersebut
yang ingin dicapaikan figh, asy-Syathibi
(w. 790 H) dalam al-Muwidfaqat fi Ushil
al-Ahkdém, berkesimpulan bahwa
meskipun pondasi hukum tidak ditopang
secara langsung oleh nash tertentu, tapi
sesuai dengan kewenangan-kewenangan
(twjuan-tujuan yang ingin dicapai) syara’
dan dibenarkan oleh petunjuk umum dalil-
dalil syara’ lain, dapat dijadikan dasar
yang sahih yang mendasari pertimbangan
hukum, karena tidak setiap kasus figh
dijelaskan secara satu-persatu oleh nash.
Kesimpulan asy-Syathibf tersebut karena
ia melihat kemashlahatan manusia yang
diukur dengan pemenuhan hak-hak
clementer itu sebagai tujuan permusan
hukum. Formulasi asy-Syathibi adalah
sebagai berikut:?
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pertimbangan figh didasarkan atas adh-
dhaririyyadt, hdjiyyit, dan tahsiniyydt,
penulis.) dapat ditarik makna lain, yaitu
bahwa setiap pondasi (ashl) syara’” yang
meskipun tidak ditunjukki dengan nash
tertentu, tapi sesuai dengan kewenangan-
kewenangan syara’ dan disim dari
dalil-dalilnya, adalah tepat untuk
dijadikan pijakan dan rujukan apabila
pondasi tersebut adalah pasti dengan
mempertimbangkan sejumlah dalil-
dalilnya, karena tidak mesti dalil-dalil
tersebut menunjuk kepada hukum secara
pasti satu-persatu, tanpa memuat
pengertian yang lain, sebagaimana
dikemukakan, karena hal itu dianggap
seperti yang tidak bisa dilakukan.
Termasuk dalam pengertian ini,
penerapan al-istidldl al-mursal [pengam-
bilan keputusan hukum yang didasarkan
atas atas mashlahat] yang dipegang oleh
Malik dan asy-Syafi'i.)

Menurut asy-Syathibi, “kemash-
lahatan manusia” harus dipahami de-
ngan menggeser dari pemahaman ten-
tang hukum yang sekadar bertumpu pada
‘llah yang tercantum dalam nash (statis)
ke ‘illah yang lebih dinamis yang
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o b
.

disebutnya “miowsh. Pemahaman seperti
ini menjadi penting karena hukum-
hukum Islam sebenamya disyariatkan
untuk kemashlahatn, sehingga harus
dilihat, di samping bentuk formal figh,
adanya nilai-nilai moral (¢imah) yang
mengatasi bentuk-bentuk formal. Figh
Umari (‘Umar ibn al-Khaththab), karena
bertolak dari ideal-moralnya, misalnya,
dengan pemahaman tidak kaku tidak
memberlakukan hukum potong tangan
bagipanuidisimadbjsisekononﬁ}'ang
sangat akut, dengan dasar bahwa hak
pemeliharaan jiwa adalah ideal-moral
yang mendasari fjuan umum figh

Meskipun, juga ditunjukki oleh
nash-nash ushiliyyin, semisal
asy-Syathibl, menyatakan bahwa
magdsind asy-syari’eh dirumuskan karena
setiap agama mengakuinya secara dhaniri
(tanpa melalui pertimbangan rasional
mendalam) 26 Hal itu berarti ushtl al-figh
memberikan hak-hak asasi manusia yang
sebenamnya bersifat universal (kulli).
Magdshid asy-Syari‘ah menjamin pada
tingkat yang paling mendasar hak-hak
asasi manusia.

Pertama, hak beragama (hifz ad-
din). Al-Qur'an dengan sangat jelas
menyatakan hak beragama sebagai
kebebasan untuk memilih: “Tidak ada
paksaan dalam agama, karena telah jelas
kebenaran dari kesesatan” (Qs. al-
Bagarah/2: 256).7 Menurut Ibn Katsir,
ayat ini menaskh (membatalkan) ayat
tentang perintah untuk memerangi
orang-orang musyrik.® Abdullah Yusuf
Ali, ketika mengomentari ayat tersebut,
mengemukakan tiga alasan mengapa
Islam menolak pemaksaan beragama: (1)
agama tergantung pada iman dan ke-
inginan pemeluknya, sehingga keberaga-

maan menjadi tak memiliki arti jika diby.
ngun di atas pemaksaan, (2] karena batag
antara kebenaran dan kekeliruan’
menurut [slam, telah jelas, (3] petunjuk
dan perlindungan Allah selalu ada yang
menunjukki jalan ke kebenaran s
Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman,
penjaminan hak kebebasan beragama
I pkan dalam al-Qur'an as-sunnah
dengan “kasih-sayang” (tawddduhum),
“kebaikan” (tuhsinu), “perlakuan yang
terbaik” (allati hiya ahsan), dan
“pemeliharaan” (dzimmah). Oleh karena,
klarifikasi, sebagimana dilakukan
Muhammad ‘Abduh dan Muhammad
Rasyld Ridh4’, diperlukan atas beberapa
isu tentang hubungan muslim-non-
mushim dalam sejarah, semisal hukuman
kemurtadan, penerapan pajak (jizyah),
dan islamisasi. Abu Sulayman
mengatakan:®
“Clarification is essential if the Muslim
society is to be a truly open one in which
civil rights are guaranteed and available
to all members of the society ina reciprocal
relationship between rights and duties,
along pluralistic lines free from religious
and sectarian biases. Loyality and
commitment to the welfare of all people
and different systems of law is the only
guarantee for the sincere exercise of rights
and duties of individuals and groups.
Freedom of ideology and religion assisted
by peaceful and orderly means of practice
and expression is necessary for healthy,
stable, expanding, and progressive
societies.” (Klarifikasi adalah sangat perlu
jika masyarakat Muslim hendak menjadi
sebuah masyarakat yang benar-benar
terbuka, di mana hak-hak sipil (HAM)
dijamin dan tersedia bagi semua anggota
masyarakat di daam hubungan timbal
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balik antara hak dan kewajiban, sepan-
jang garis kemajemukan yang terbebas
dari bias-bias keagamaan dan sectarian.
Loyalitas dan komitmen terhadap
kesejahteraan bagi semua manusia dan
sistem-sistem hukumnya yang berbeda
adalah jaminan satu-satunya untuk
pelaksanaan secara tulus hak dan kewa-
jiban bagi perorangan dan kelompok.
Kebebasan ideology dan agama yang
ditopang oleh caracara damai dan rapi
dari ungkapan dan praktik merupakan
keharusan untuk mewujudkan masya-
rak._at yang sehat, stabil, berkembang, dan
maju.

Keputusan Nabi untuk berperang
dengan sebagian kelompok Yahudi di
Madnah adalah sebuah keputusan politik,
bukan keputusan agama, dalam
pengertian karena mereka mencoba
menghancurkan persatuan kaum
Muslimin. Sedangkan, penaklukan
Baduwi Arab dan pemaksaan mereka
untuk menyerah adalah dalam konteks
penegakan human rights (HAM) demi
kepentingan kaum Muslimin dan bangsa
Arab secara keseluruhan.®

Kedua, hak hidup (hifz an-nafs).
Hak hidup sangat penting dalam ajaran
al-Qur’an, seperti firman-Nya: “Barang-
siapa membunuh satu jiwa bukan karena
membunuh orang lain atau melakukan
kerusakan di muka bumi, maka seakan-
akan ia membunuh seluruh manusia, dan
barangsiapa menghidupkannya, maka
seakan-akan ia menghidupkan manusia
seluruhnya”.? Mengapa al-Qur’an
membuat perbandingan yang begitu jauh,
yaitu kematian atau kehidupan satu orang
Manusia sama dengan kematian atau
: upan seluruh manusia? Pertama, hal
Ifu menunjukkan tingginya nilai hak
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hidup yang dimiliki oleh manusia. Kedua,
pembunuhan satu orang manusia, dalam
pandangan al-Qur’an, akan berimplikasi
atau berpengaruh luas, karena
pembunuhan satu orang manusia bukan
hanya berarti menghilangkan hidupnya
secara fisik, tapi bagi manusia-manusia
lain adalah tindakan yang merendahkan
nilai kemanusiaan. Ketiga, menurut
Abdullah Yusuf Ali, “to kill or seek to kill
an individual , because he represents an ideal,
is to kill all who uphold the ideal”
(membunuh atau berupaya untuk
membunuh seseorang, karena ia mewakili
suatu contoh [bagi orang lain], sama
dengan membunuh semua orang yang
mendukung contoh tersebut [manusia)).®
Karena tingginya penghormatan Islam
terhadap hak hidup, pembunuhan janin
yang bergerak dianggap sebagai pembu-
nuhan yang disengaja yang harus dikenai
had, sebagaimana juga dilarangnya
pelaksanaan hukum bunuh terhadap

perempuan yang hamil sampai melahir-

kan. Begitu juga, Islam menetapkan apa
yang dapat meringankan hukuman
dengan menolak pelaksanaan hudid
ketika ~ditemukan ketidakjelasan
(syubhah), sebagaimana dinyatakan
dalam hadits: “Tolaklah hudid dengan
alasan ketidakjelasan”.>*

Ketiga, hak untuk memperoleh
kebebasan berpikir (hifz al-‘agl). Per-
lindungan terhadap akal pikiran bertolak
dari kenyataan banyaknya ayat al-Qur'an
yang mendorongan manusia untuk
menggunakan akalnya.* Bertolak dari
motif syari'ah inilah, Islam misalnya,
melarang muslim meminum minuman
yang memabukan. Perlindungan terha-
dap akal pikiran, jika ditarik pesan ideal-
moralnya lebih jauh, sebenarnya adalah
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perlindungan  hak berpikir dan
oerpendapat, menyampaikan pendapat,
den hak merdapatian perdidikan yang
layak. Hak tersebut memuat pula
pengertian hak berkumpul, berserikat,
Can mengemukakan pendapat. Selama ini
fak-hak asasi tersebut dikooptasi atau
damilath cleh pengiiasa, sehingga yang
diperiulen sekarang adalah bagaimana
melakukan kontrol, distansi (membuat
jarzk), dan mengritisi atas apa yang
meskipun kita terlibat di dalamnya.
Penclasaran dari hadits, antara lain, “Jihad
lerbesar adalah mervuarakan keadilan di
fadapan penguasz yang zhalim.” Di
Seberapa negara lslam, penjaminan hak
i dintegrasiken dalam undang-undang

dasar Surizh disebutian “al-hurriyeh ha%
mugeddas” (kebebasan adalah hak yang
sud [yang harus dihormati])

Keempat, hak keturunan (hifz an-
rasl). Jaminan atzs hak i, antara lzin,
terlihat pada larangan zina. Karena
menyangicut pula hak atas perlindungzan
harga diri (al-irdh), Islam, misalnya,
memberiakukan proses peradﬂan yang

mendapatian keseiahteraan (K al-mdl).
Fak ini meliputi pula hak untuk memilid,
hak keamanan berusaha, dan hak untuk
berkompetisi useha, mesldpun [slam, di sisi
lain, menekankan ada dimensi sosial
dalam hak-hak individual, seperti
“arangan thtidr (menimbun produk untuk
2gar berpengaruh pada kenaikan harga).
Dalam figh, perlindungan terhadap hak
ird, misainya, diwujudkan dalam bentuk
larangan mencuri dan merampok.

“Kemashlahatan manusia” sebagy;
titik-tolak yang apa yang disaby,
“hikrnah”, bukan sekadar “illal;, di“"?,zap
oleh para ushiliyylin terwakili dengan
dhaririyydt (dengan lima atau enyp,
unsurnya), hdjiyydt, tahsiniyydt, atay
mukammildt sebagai prinsip umum day,
abadi dalam penetapan apa yang
gegungguhnya menjadi hak dan
kemashlahatan manusia. Namyp,
menurut al-Jabiri, hak dan kemashlahatay,
manusia dapat bergeser sesuai dengap
logika dan tuntutan zamannya. Al-Jabin,
misalnya, mencontohkan perluasan hak.
hak elementer (dhariiriyydf) dengan: hak
kebebasan berpendapat, hak kebebasap
afiliasi politik, hak memilih penguasa dan
menggantinya, hak mendapatkan kerja,
sandang, pangan dan papan, hak
pendidikan, hak pengobatan, dan hak.
hak lain dalam hubungan warga negara
dan penguasa dalam kondisi kekinian
Oleh karena itu, perlu penanganan lebi
mendalam tentang hak-hak asasi manusia
berdasarkan figh dengan terapan lebih
luas.

Mengapa pengakuan akan hak-hak
asasi manusia sebagimana diberi
pendasarannya dalam ushal al-figh
tersebut kemudian tidak dibahas secara
mendalam sehingga lekat dalam
kesadaran setiap muslim? Padahal, model
keislamaan di tanah air adalah model
keislaman yang selain mendasarkan diri
secara kuat pada tasawuf sebagai channel
proses islamisasi Nusantara, juga model
berpikir figh (figh-oriented) sangat
mempengarnuhi cara berpikir keislaman
kita selama ini. Hal ini tergambar,
misalnya, pada penyikapan setiap kasus
dari segi figh dan dalam sejarah
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oesds dhadam fermanahowy Fermanshw fgh
Gan menpah alasan (Vi med byen) bag
S vang dirakan dalam wehal tigh.
Ay dengan pelhagar dality sehagannana
daebuthan Nasus pelangaran AN it
ShhadatT i dawal dalih dabh ehonomi
Jan pesmbangunan vang dikatakan untuk
Reseraliteraan namun bisa sedbaliknva,
Dengan Rata lany kasus it tdak divespaon
savara tuntas oleh masvarakat Narena
shama (angeapan kelinn di masy amkat
musdin) hahwa hal it tidak daatare dalam
Ogh Pada pengakuan hak-hak asasi
manusia dalam Islam memang tidak
sevara jelax dikemukakan dalam tigh
sevara furayvel tapn letah dard it
deadikan sebagan dasar pertimbangan
Hgh vang dibahas pada tingkat ushal al
tagh, vang merngadt mt (faend coee) pelbagai
bentuk tormal figh. Savangnva, posisi
ushal  alnigh  dalam er\‘amu
pembelajaran masyarakat tidak diangeap
menempa pPosiss yang sama pentingnya
dengan fLigh, padahal bagian dan
pengetahuan tentang Bigh adalah maint
elsspbdl wa an-nmazdtr (mengetahui
sepamlah hasus bgh vang serupa dengan
melalui patohan umumnya yang disebut
elguad o al Apdayweh) Vyang sebenamya
bagian dan ushal al-tigh. Diosist lainy figh

vang dipahami masy arakal nmumnya
berhent pada “\‘h idvddah, bakan High
wend Wwatdah Jdan nedyeh,

Nemng Ainan fam atas pertanyaan
Jdiatas adalah hahwa hak hak dasar vang
dikonsepsakan oleh fgh dipabami sebagai
mandal  bPagi pengnasa untuk
melaksanakannva Hak hak ita diangaap
trdak akan tegak techadap penguasa yang
fdak sevara honsisten menegakkannya,
Sedanghan Kekuasaan setelal Khalitah
Neempat datam Blam vang dikenal sangat
vepresit  hampic  tHdak  pernah
membicavakan apa vang menjad( hak
rakvat malah hak-hak tersebut diambil
wegadi hak penguasa, Oleh karena ity
pembabasan mendalam tentang hak-hak
vang memperkokoh posisi vakyat e d oas
(berhadapan dengan) Kekuasaan tidak
um\qw\\‘vh pethatian yang besar™

Penutup

Islam, baik  secara  teologis
(hevakinan) mnnr\m tiqh, mengakui
dimensi universalitas (diterapkannya
secara umum) HAM, meskipun ada
perbadaan pendasarannva, I\'rh{n tenadi
konthik - antar hak individu, dan
sebagaimana dikemukakan hak dalam
literatur Arab selalu dikaitkan dengan
Kewajiban (relastonal). maka menurut
hadits Naby, kearitan dipertukan dalam
hal i "Unghapan kearitan” (¢! Aalimat
al-ukesah) adalah barang vang hilang dar
orang beniman, sehingga di manapun 1
temukan, ta adalah orang vang paling
Derhak (waph) mengambilinva lagy ™™
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ENDNOTES '
1 Hak-hak asasi manusia (HAM) dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan hugtig

al-insin. Namun, kata “haqq” (Inggris: right, Prancis: droit) bcrslfa} musy’l’arak .

anda), karena bisa berarti “benar” (true/vrai) sebagai lawap salt'l'h (bathil, wrong,
Jaux), atau bisa berarti Allah (al-hagq). Kata hagq bisa berarti ”higc ({'f‘qqﬂ lahzlz atau
hagqun lahu sama dengan wajaba atau wdjibun lahu) atau “kewajiban” (hagga qlthi
atau hagqun ‘alayh sama dengan wajaba ‘alayhi atau wijibun ‘alayhi ). Dengan demikian,
haqq dalam bahasa Arab menunjukkan hubungan timbal balik; apa yang menjadi
hak seseorang terkandung di dalamnya apa yang menjadi kewajibannya. Dalam Lisin
al-"Amab oleh Ibn Manzqr, disebutkan bahwa jika dikatakan “berhak atas sesuatu” sama
dengan “wajib”. Lihat Muhammad ‘Abed al-Jabiri, ad-Dimuqrithiyyah wa Hugig al-
Insdn, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 151-2.

2Tentang Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, lihat Harry P. Haryono,
“Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi Tentang Hak Asasi
Manusia”, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia (Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah
Agung RI.,, 2001), h. 275-302.

3lbid, h. 98-9.

4lbid. -

SKaldm, meski ada perbedaan, dapat disejajarkan dengan ilm at-tawhid, yaitu
ilmu yang membahas keyakinan kapada Allah swt dan hal-hal terkait. Jadi, perspektif
kalim tentang HAM maksudnya adalah bahwa HAM ditinjau dari aspek keyakinan
ketawhidan. Meski mendasarkan nash-nash, uraian juga didasarkan alasan rasional.
Fakta ini yang menyebabkan kalam di Barat diterjemahkan dengan teologi dialektis,
spekulatif, rasional, filosofis, dan natural. (Nurcholish Madijid, Cita~cita Politik Islam Era
Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 214.

6Farid Esack, Qur'an, Liberation, and Pluralism: an Islamic Perspektif of Interreligious
Solidarity Against Oppression (USA: Oneworld Publications, 1998), h. 92.

7Ibid.
8Ditemukan perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut. Sebagian ulama menafsirkan
kesatuan dimaksud dengan kesatuan dalam agama. Sebagian ulama menyatakan
bahwa yang dimaksud kata “manusia” dalam ayat tersebut adalah keturunan Adam
ketika ia muncul seorang diri, sehingga mereka, karena berasal dari keturunan yang
sama, mengakui kesatuan tersebut. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan
“manusia” dalam ayat tersebut adalah Adam sendiri. Lihat, lebih lanjut, dalam Tafsir
al-Qurthubi, dalam CD-ROOM al-Maktabah al-Alftyyah li as-Sunnah al-Nabawiyyah.

9Dalam teks Sirah Ibn Hisyam tercantum: %FGE #E) H’-/) EF /HF
"DF3("innahum ummah waihidah min dini an-nds"). Dikutip dari Zainal Abidin Ahmad,
Piagam Nabi Muhammad SAW.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia (Jakarta:
Bulan Bintang, 1973), h. 11.
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10H.A.R. Gibb dan ].H. Kraemer memberikan komentar terhadap pernyataan
ummah dalam piagam Madinah tersebut: It reveals his great diplomatic gifts, for it allows
the ideal w}ucfl cherished of an umma definitely religions in outlook to sink temporarily into
practiaal considerations..., but the umma included also Jews and pagans, so that the legal
forms of the old Arab tribes are substantially preserved”. Tbid, h. 68.

11Lihat hadits riwayat Abi Hurairah dalam Kitab Sunan al-Bayhagi al-Kubra.
Menurut Abl Sulaymén al-Khaththabi, ketika menafsirkan hadits “satafiariqu ummati”,
tidak sebagaimana dipahami kalangan Asy ariyyah, justru menunjukkan bahwa tujuh
puluh tiga sekte itu masih berada dalam batasan Islam, karena Rasulullah
mengungkapkannya dengan “ummati” (ummatku) (“Fihi dildlah ‘ald anna hidzih al-
firaq kullahd gayr kharijin min ad-din). Di sini juga dikemukakan takfir man kaffara
muslim[an]. Lihat Sunan al-Bayhagi al-Kubri, Juz 10, h. 208, hadits nomor 20690, dalam
CD-ROOM al-Maktabah al-Alfiyyah li as-Sunnah an-Nabawiyyah, Barimij al-Qimmah li
at-turits, Markaz al-Abhats al-Hasib al-AL.

12Ismail Raji al-Farugi dan Lois Lamya al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam (New
York: Macmillan Publishing Company, 1986), h. 84-5. Ummah, tegas al-Farugi, menjadi
prinsip pengetahuan, etika, kekhalifahan manusia, dan pandangan duania. Ummah
merupakan tatanan universal yang, bahkan, meliputi mereka yang non-muslim, sebagai
tatanan perdamaian, Pax Islamica. Al-Faruqi, akhimya, berkesimpulan bahwa “There
is, hence, no tawhid without the ummah” (h. 84) dan “Tawhid is, in short, ummatism” (85).
13Farid Esack, Qur/an, h. 90.

14Lihat, misalnya, Qs. al-Baqarah: 164.

16Menurut Roger Garaudy, fithrah dalam al-Qur'an sama dengan ide “hukum
alam” (kodrat), sebagaimana dikemukakan dalam Kristen oleh St. Thomas. Jadi, hak
asasi manusia yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan memiliki dasar
keyakinan (teologis) yang sama dengan keadaan alamiah. Lihat “Hak-hak Asasi dan
Islam: Ketegangan Visi dan Tradisi”, Islamika, No. 2, Oktober-Desember 1993, Artikel
tersebut diterjemahkan redaksi dari tulisannya “Human Rights and Islam: Foundation,
Tradition, Violition”, dalam Hans Kiing dan Jiirgen Molthmann (eds.), The Ethics of
World Religions and Human Rights, edisi khusus jurnal Concilium, 1990, No. 2, h. 46-60.

17Tentang al-qawa’id al-fighiyyah, lihat ‘Ali Ahmad an-Nadawi, al-Qawd’id al-
Fighiyyah: Mafhiimuhd, Nasy'atuhd, Tathawwuruhd, Dirdsat Mu’allafitihd, Adillatiha,
Mulimmatihi, Tathbigatihia (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. ke-3, 1994); as-Suytithi, al-
Asybih wa an-Nazi'ir fi al-Furid’ (Beirut: Dér al-Fikr, t.th.). :

18Said Aqil Husin Al-Munawwar, “Al-Qawa’id al-Fighiyyah dalam Perspektif
Hukum Islam”, al-Jimi‘ah: Journal of Islamic Studies, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga,
no. 62/X11/1998, h. 97.

19Lihat Muhammad Sa’d ibn Ahmad ibn Mas'0d al-Yawbi, Magdshid asy-Syari'at
al-Islamiyyah wa ‘Aligatuhd bi al-Adillat asy-Syar'iyyah (Mekkah: Dar al-Hijrah 1i an-
Nasyr wa at-Tawzt, cet. ke-1, 1998 M/ 1418 H), h. 33-73.

20Ibid., h. 80-1.
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AL, ad-Dfsmeprdtinyugi, b 198; Masdar F. Mas'ndi, “Hak Azag Marme,
dalam Islam”, E Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah (ed), Discrsimas Hak Aseg
Mamusiz (Jakarta: (ESDA-LP3ES. 2000), h 678 Sebagion pekar ushi] al50h, sepers
asy-Syathad, al-Amidt, dan e al-High, menambeh dengan a-mmiemnist (pelengiar
sehingza tiga hak tersebut masing-masing memiid mulammist-"DECED™ dengan
syarat bahwa al-modam=li merupakan kondisi yang memperiat terwizudoya “moss
Dot wtama” syari ah, dan lebih mengiondisi tercapainya mashizhat dan menghindar
kemudaratan [that Muhammad Sa'd, Maaddzd h 35845,

it f Lttt & Lakiunt al Garnitid (dienal dengam asy Syshidg), of
Medfagd: £ Usisl] al-Akicis (Beirut Dér al Fikz, tth ), vol L A 15, Edisi lain karya asy-
Syathiti adalah suntingan Abdullah Darrsz dengan fudul -Mamifags? £ Uskil acy
Syari’ak. Sebagian ulama menambahnya menjadi enam hal dengan hak akan
kehormatan dini (2% al-Tdh), sebegimana merjadi pendapat al-Qurdl asy-Svathdl
az-Zatikasyt, al-Kardn! dan Ibn “Asytr. Lihat Mohammad Sa'd, Magéshid h 27522

Zixd, h 16

24Lihat Muhammad “Abed al Jabirt, 24 D me ad-Dawish we Tethbis asy-Sumiah,
ter). Mugburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Barn, 2001), b 14875,

Slihat, musainya, Qs. al-An'am- 151-3, allsrd- 2343, al-Mumtahana®™ 12,

al Furgan: 48; hadits Nabi

Ao aSle aSal el y Jiasal y seae 03,90 Wy aele s
A Oailis 5108 S el 10 aSal 3 10a Sl Al ag
0Ss J 4aly Ga Gams Jali Gl Al AL YT e LG
o e J35 S8 1Y daaa i dras e aas el =
Mo dea)” calda Vicab B vioa 2l g0k & L.
Ao guye, 55 6893, A X G Ad maa 13 S
(O zd i) s

b

Lihat juga hadits riwayat al-Bukhiri dalam Shahihnya dalam Kitab ad-Divat
bab “ann an-nafs bi an-nafs”, hadits nomor 201/12 (6878) dan hadits nwayat Muoshm
dalam Shahthnya, dalam Kitdb al-Qasdmah bab “M4 yubdhu min dam al-muslim”
1302/3 (25).

25AS-Sybthitd, al-Muwdfadt, vol. 1, h. 15.

Tlihat juga Qn. at-Ilnséne 2-3 dan 29-30 dan Qs. Yanus: 9. Berdasarkan miwayat
[on ‘Abbds, Qs. al-Bagarah: 256 di atas diturunkan berkenaan dengan seorang pria
dan kaum Anshir yang bermama Abd Hashin la seorang muslim sedangkan du
orang anaiovya adalsh umat Kristiand. Kemudian, ia bertanya kepada Rasulullah:
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“Bolehkah saya memaksa kedua anak itu, karena keduanya enggan kecuali mengikuti
Kristen?”. Kemudian turunlah ayat ini. (Al-Jabiri, ad-Dimugqrathiyyah, h. 157).
28Qs. at-Tawbah/9: 36,

29Abdullah Yusuf Al, The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary (Beirut:
Dar al-'Arabiyyah li ath-Thibd’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi, 1968), h. 103.

30Sebagaimana dikutip A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi
Antan; ngkum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gema Media, 2002), h. 33-5.

11bid.

32Qs. al-Ma'idah: 35. Lihat juga larangan bunuh diri dan membunuh orang lain,
misalnya, dalam Qs. an-Nisa’: 29-30, al-Isrd": 31 dan 33, dan at-Takwir: 8-9.

33Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an, h. 253.

34Al-Jabiri, ad-Dimugrithiyyah, h. 154. Menurut asy-Syathibt dalam al-Muwifagt,
sebagiamana dikutip Muhammad Sa’d (Magdshid, h. 211-2), penghormatan figh (baca:
Islam) terhadap hak hidup manusia diwujudkan dalam bentuk: larangan menganiaya,
menutup sarana-sarana (sadd adz-dzari’ah) yang mengarah ke pembunuhan, keharusan
mengemukakan bukti dalam peradilan kasus pembunuhan, adanya jaminan (dhamin)
lngisipemblmuh,pemmdaaneksekusibtmuhjikaberah'batbumkkepada orang lain,
pembatalan hukuman bunuh karena ada maaf, dan dibolehkannya melakukan hal-
hal yang dilarang ketika darurat. Bandingkan denga Abdullahi Ahmed An-Naim yang
menyoroti gishish dalam perspektif hukum positif dan penegakan HAM dalam Toward
an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and Internationul Law (1990) dan
Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders (1993). Keduanya
diterjemahkan masing-masing dengan judul Dekonstruksi Syari‘ah I dan I oleh LKiS
Yogyakarta. o

35Lihat, misalnya, Qs. Ali ‘Imran: 118, al-An’am: 151, an-Nahl: 12, dan Qaf: 37-
8.

36Muhammad ‘Abed al-Jabiri, ad-Din, h. 180-2.

37]alal ad-Din as-Suyuthi menjelaskan bahwa cabang ilmu ini sangat penting,
karena merupakan cabang ilmu untuk mengetahui hakikat-hakikat figh, sumber-sumber
pengambil (pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan hukum), dan bisa
menyikap kasus-kasus figh yang tidak disebutkan dalam nash (as-Suyath, al-Asybdh,
h. 5).

) 38Masdar F. Mas'udi, “Hak Azasi”, h. 68,
39Teksnya:
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Telaah Kritis

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam Kitab al-‘Iim, hadits no. 2611
Sunarmya dan [bn Majah dalam dalam Kitib az-Zuhd dalam Sunannya, hadits no, 4156,
At-Tirmidzi sendiri menilai hadits ini dari segi sanadnya sebagai hadits gharib dalam
pengertian bahwa hadits tersebut diriwayatkan hanya dari jalur ini. Dari segi kualitas
rawi, semua rawi dinilai sebagai rawi yang fsigah, kecuali Ibrahim ibn al-Fadh] a).
Madani al-Makhzmi diperdebatkan oleh para ulama hadits. Menarik untuk dilihat
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